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A. Latar Belakang 

Penyelenggaraan urusan pemerintahan di bidang kehutanan menuntut 

adanya tata kelola organisasi yang adaptif, efektif, dan responsif terhadap 

dinamika pengelolaan sumber daya hutan serta tantangan pembangunan 

nasional. Dalam beberapa tahun terakhir, meningkatnya kompleksitas 

permasalahan kehutanan, termasuk bencana ekologis yang terjadi di berbagai 

wilayah, menunjukkan perlunya penguatan fungsi koordinasi, integrasi kebijakan, 

dan pengendalian pelaksanaan program kehutanan di tingkat tapak. 

Salah satu pembelajaran penting berasal dari penanganan bencana ekologis 

yang terjadi di wilayah Provinsi Sumatera Utara dan Provinsi Aceh. Evaluasi 

terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi Kementerian Kehutanan menunjukkan 

bahwa koordinasi antara Unit Pelaksana Teknis (UPT) Kementerian Kehutanan 

dengan pemerintah daerah belum berjalan secara optimal. Kondisi tersebut 

menyebabkan perlunya penguatan struktur organisasi yang mampu menjembatani 

pelaksanaan kebijakan pemerintah pusat dengan kebutuhan dan karakteristik 

wilayah. 

Dalam rangka menjawab kebutuhan tersebut, Kementerian Kehutanan 

mengusulkan pembentukan 35 (tiga puluh lima) Pusat Pengelolaan Ekosistem 

Hutan yang berfungsi sebagai unit koordinasi dan pengendalian wilayah. Pusat 

Pengelolaan Ekosistem Hutan bukan merupakan Unit Pelaksana Teknis, 

melainkan unit organisasi yang memiliki fungsi pengoordinasian, sinkronisasi, 

fasilitasi, pemantauan, dan evaluasi pelaksanaan kebijakan kehutanan pada 

wilayah kerja tertentu. 

Usulan pembentukan 35 Pusat Pengelolaan Ekosistem Hutan telah 

memperoleh persetujuan penataan organisasi dari Menteri Pendayagunaan 

Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi melalui surat nomor 



B/594/M.KT.01/2026, tanggal 05 Mei 2026 tentang Pembentukan Pusat 

Pengelolaan Ekosistem Hutan di Lingkungan Kementerian Kehutanan. Oleh 

karena itu, diperlukan penyesuaian terhadap Peraturan Menteri Kehutanan Nomor 

1 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kehutanan guna 

memberikan landasan hukum yang kuat bagi keberadaan, kedudukan, tugas, 

fungsi, dan tata hubungan kerja Pusat Pengelolaan Ekosistem Hutan dalam 

struktur organisasi Kementerian Kehutanan. 

B. Batasan Masalah 

Naskah urgensi ini dibatasi pada analisis kebutuhan pengaturan mengenai: 

1. Penambahan 35 Pusat Pengelolaan Ekosistem Hutan ke dalam struktur 

organisasi Kementerian Kehutanan. 

2. Pengaturan kedudukan, tugas, fungsi, dan tata hubungan kerja Pusat 

Pengelolaan Ekosistem Hutan. 

3. Penyesuaian struktur organisasi Kementerian Kehutanan sebagaimana 

diatur dalam Peraturan Menteri Kehutanan Nomor 1 Tahun 2024. 

4. Sinkronisasi organisasi baru dengan kebijakan pembangunan kehutanan dan 

reformasi birokrasi nasional. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



BAB II 

EVALUASI DAN ANALISIS PERATURAN 
PERUNDANG-UNDANGAN TERKAIT 

A. Dasar Hukum Pembentukan Organisasi Kementerian 

Pembentukan dan penataan organisasi kementerian merupakan kewenangan Presiden 

yang pelaksanaannya diatur melalui peraturan perundang-undangan mengenai 

kementerian negara dan penataan organisasi instansi pemerintah. Dalam kerangka 

tersebut, organisasi Kementerian Kehutanan dibentuk untuk mendukung 

penyelenggaraan urusan pemerintahan di bidang kehutanan secara efektif dan efisien. 

Peraturan Menteri Kehutanan Nomor 1 Tahun 2024 merupakan instrumen hukum yang 

mengatur struktur organisasi dan tata kerja Kementerian Kehutanan. Perubahan 

terhadap peraturan tersebut dimungkinkan sepanjang diperlukan untuk meningkatkan 

efektivitas penyelenggaraan tugas dan fungsi kementerian serta telah memperoleh 

persetujuan dari instansi pembina organisasi pemerintah. 

B. Persetujuan Penataan Organisasi 

Pembentukan 35 Pusat Pengelolaan Ekosistem Hutan telah memperoleh persetujuan 

dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi sebagai 

instansi yang berwenang melakukan pembinaan dan penataan kelembagaan 

pemerintah. 

Persetujuan tersebut menunjukkan bahwa secara kelembagaan kebutuhan 

pembentukan unit organisasi dimaksud telah memenuhi prinsip-prinsip penataan 

organisasi pemerintah, meliputi efektivitas pelaksanaan tugas, rentang kendali 

organisasi, koordinasi lintas sektor, dan peningkatan kualitas pelayanan publik. 

C. Keterkaitan dengan Kebijakan Pembangunan Kehutanan 

Pembentukan Pusat Pengelolaan Ekosistem Hutan sejalan dengan arah pembangunan 

kehutanan yang menekankan pendekatan pengelolaan berbasis ekosistem, penguatan 



tata kelola kawasan hutan, pengendalian kerusakan lingkungan, mitigasi perubahan 

iklim, serta peningkatan sinergi antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah. 

Keberadaan Pusat Pengelolaan Ekosistem Hutan diharapkan mampu memperkuat 

pelaksanaan kebijakan kehutanan secara terintegrasi pada tingkat wilayah, 

meningkatkan efektivitas pengendalian program, serta mempercepat penyelesaian 

permasalahan kehutanan yang bersifat lintas kabupaten/kota maupun lintas provinsi. 

BAB III 

ANALISIS URGENSI 

A. Aspek Kebutuhan Objektif 

Secara objektif, terdapat kebutuhan organisasi yang nyata untuk memperkuat fungsi 

koordinasi dan pengendalian pelaksanaan kebijakan kehutanan di tingkat wilayah. 

Struktur organisasi yang saat ini berlaku masih menempatkan UPT sebagai ujung 

tombak pelaksanaan teknis, namun belum tersedia unit yang secara khusus 

menjalankan fungsi koordinasi wilayah antara kementerian dengan pemerintah daerah. 

Pembentukan Pusat Pengelolaan Ekosistem Hutan diperlukan untuk mengatasi 

kesenjangan koordinasi tersebut, terutama dalam menghadapi isu-isu strategis seperti 

pengendalian bencana ekologis, rehabilitasi hutan dan lahan, pengelolaan daerah aliran 

sungai, pencegahan kebakaran hutan dan lahan, serta penyelesaian konflik 

pemanfaatan kawasan hutan. 

B. Aspek Ketepatan Jenis, Hierarki, dan Materi Muatan 

Pengaturan mengenai organisasi dan tata kerja kementerian merupakan materi muatan 

yang tepat untuk diatur dalam Peraturan Menteri. Oleh karena itu, perubahan terhadap 

struktur organisasi Kementerian Kehutanan harus dilakukan melalui perubahan 

Peraturan Menteri Kehutanan Nomor 1 Tahun 2024. 

Materi yang akan diatur meliputi penambahan unit organisasi baru, kedudukan dalam 

struktur organisasi, tugas dan fungsi, susunan organisasi, serta tata hubungan kerja 

yang merupakan substansi organisasi dan tata kerja kementerian. 



C. Aspek Simplifikasi dan Efektivitas Organisasi 

Pembentukan Pusat Pengelolaan Ekosistem Hutan tidak dimaksudkan untuk 

menambah birokrasi secara berlebihan, melainkan untuk menyederhanakan 

mekanisme koordinasi dan memperpendek rantai komunikasi antara pemerintah pusat, 

UPT, dan pemerintah daerah. 

Keberadaan unit tersebut akan meningkatkan efektivitas pengendalian program, 

mengurangi duplikasi koordinasi antar-UPT, memperkuat integrasi kebijakan, serta 

meningkatkan kecepatan pengambilan keputusan pada tingkat wilayah. 

D. Aspek Sinkronisasi dengan Prioritas Pembangunan 

Pembentukan Pusat Pengelolaan Ekosistem Hutan mendukung prioritas pembangunan 

nasional di bidang lingkungan hidup dan kehutanan, khususnya dalam upaya menjaga 

keberlanjutan fungsi hutan, memperkuat ketahanan lingkungan, mendukung 

pencapaian target penurunan emisi gas rumah kaca, serta meningkatkan kualitas tata 

kelola sumber daya alam. 

Selain itu, pembentukan unit tersebut mendukung agenda reformasi birokrasi tematik 

yang berorientasi pada hasil dan penguatan koordinasi pemerintahan. 

E. Aspek Penilaian Dampak dan Manfaat 

Pembentukan Pusat Pengelolaan Ekosistem Hutan diperkirakan memberikan manfaat 

antara lain: 

1. Meningkatkan efektivitas koordinasi antara Kementerian Kehutanan dengan 

pemerintah daerah. 

2. Memperkuat pengendalian pelaksanaan program kehutanan di tingkat wilayah. 

3. Meningkatkan kecepatan respons terhadap permasalahan dan bencana ekologis. 

4. Memperkuat integrasi pelaksanaan tugas berbagai UPT dalam satu wilayah 

ekosistem. 

5. Meningkatkan kualitas monitoring dan evaluasi kebijakan kehutanan. 

6. Mendukung pengambilan keputusan berbasis kondisi dan karakteristik wilayah. 



Adapun dampak yang perlu dikelola adalah kebutuhan penyesuaian organisasi, sumber 

daya manusia, anggaran, dan mekanisme kerja yang akan diatur lebih lanjut sesuai 

ketentuan peraturan perundang-undangan. 

BAB IV 

JANGKAUAN, ARAH PENGATURAN, DAN RUANG 
LINGKUP MATERI MUATAN 

A. Jangkauan Pengaturan 

Pengaturan mencakup perubahan terhadap Peraturan Menteri Kehutanan Nomor 1 
Tahun 2024 yang berkaitan dengan penambahan Pusat Pengelolaan Ekosistem Hutan 
sebagai bagian dari struktur organisasi Kementerian Kehutanan. 

B. Arah Pengaturan 

Arah pengaturan ditujukan untuk: 

1. Memberikan dasar hukum bagi pembentukan 35 Pusat Pengelolaan Ekosistem 

Hutan. 

2. Memperkuat koordinasi penyelenggaraan urusan kehutanan di tingkat wilayah. 

3. Meningkatkan efektivitas pengendalian dan integrasi pelaksanaan kebijakan 

kehutanan. 

4. Mewujudkan tata kelola organisasi yang adaptif terhadap tantangan pengelolaan 

hutan dan lingkungan. 

C. Ruang Lingkup Materi Muatan 

Materi muatan yang diatur meliputi: 

1. Kedudukan Pusat Pengelolaan Ekosistem Hutan dalam struktur organisasi 

Kementerian Kehutanan. 

2. Tugas dan fungsi Pusat Pengelolaan Ekosistem Hutan. 

3. Susunan organisasi Pusat Pengelolaan Ekosistem Hutan. 

4. Wilayah kerja Pusat Pengelolaan Ekosistem Hutan. 



5. Tata hubungan kerja dengan unit organisasi pusat, UPT, dan pemerintah daerah. 

6. Ketentuan peralihan yang diperlukan dalam rangka implementasi organisasi baru. 

BAB V 

PENUTUP 

Kesimpulan 

Pembentukan 35 Pusat Pengelolaan Ekosistem Hutan merupakan kebutuhan 

organisasi yang mendesak dan strategis untuk memperkuat koordinasi, integrasi, dan 

pengendalian pelaksanaan kebijakan kehutanan di tingkat wilayah. Pembentukan unit 

tersebut telah memperoleh persetujuan penataan organisasi dari Kementerian 

Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi serta sejalan dengan arah 

pembangunan kehutanan dan reformasi birokrasi nasional. 

Oleh karena itu, diperlukan perubahan terhadap Peraturan Menteri Kehutanan Nomor 1 

Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kehutanan sebagai 

landasan hukum pembentukan dan operasionalisasi 35 Pusat Pengelolaan Ekosistem 

Hutan guna meningkatkan efektivitas penyelenggaraan urusan pemerintahan di bidang 

kehutanan. 

 


